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PENDAHULUAN 

BAB  

1  

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia (PHI) 

Pengertian artinya memperkenalkan secara umum, 

sehingga diperoleh gambaran menyeluruh dari ruang lingkup 

permasalahan secara garis besar. Pengantar bersifat meluas 

tetapi tidak mendalam. Pengantar Hukum Indonesia adalah 

mengantar atau memperkenalkan hukum yang berlaku dinegara 

Republik Indonesia. 

 

B. Pengertian Norma atau Kaidah 

Norma atau kaidah adalah petunjuk hidup, yaitu 

petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, 

tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat. 

Norma berisi perintah atau larangan. 

Hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah yang 

berisi perintah atau larang yang mempunyai sifat memaksa. Ada 

beberapa pendapat dari para ahli mengenai proses terjadinya 

norma atau kaidah yaitu: 

1. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya 

yang berjudul  Perihal Kaidah Hukum mengatakan: Kaidah 

adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman bertingkah 

laku/ berkelakuan atau bersikap dalam masyarakat, dalam 

hidup. Akan tetapi hidup itu sendiri mempunyai beberapa 

aspek yaitu: 
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SUMBER-SUMBER 

HUKUM DI 

INDONESIA 

BAB  

2  

SUMBER-SUMBER HUKUM DI INDONESIA 

 

A. Sumber Hukum 

Sumber Hukum adalah segala sesuatu yang 

menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang 

bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan 

timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. 

1. Sumber Hukum Materiil 

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang 

menentukan isi kaidah hukum dan terdiri atas : 

a. Perasaan hukum seseorang atau pendapat hukum 

b. Agama 

c. Kebiasaan  

d. Politik hukum dari pemerintah 

2. Sumber Hukum Formil 

Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber darimana 

suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini 

berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan 

peraturan hukum itu berlaku. 

Sumber Hukum Formil: 

a. Undang-Undang (statute) 

Undang-Undang ialah suatu peraturahn negara yang 

mempunyai nkekuatan hukum yang mengikat, diadakan 

dan dipelihara oleh penguasa negara. 

b. Kebiasaan (custom) 

Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus 

dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama  
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ASAS-ASAS 

HUKUM TATA 

NEGARA 
BAB  

3  

ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA 

 

A. Pengertian 

Pengertian Hukum Tata Negara menurut para ahli: 

1. Van Der Pot 

Hukum Tata Negara ialah peraturan-peraturan yang 

menentukan badan-badan yang diperlukan, wewenang 

masing-masing badan yang satu dengan yang lainnya serta 

hubungan antara badan 

2. Van Vollenhoven 

Hukum Tata Negara Ialah hukum yang mengatur semua 

masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan 

menurut tingkatannya masing-masing masyarakat hukum 

itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan 

menentukan badan-badan serta fungsinya masing-masing 

yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu, serta 

menentukan susunan dan wewenang dari badan-badan 

tersebut. 

3. Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H 

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk 

negara (kesatuanatau federal) dan bentuk pemerintahan 

(kerajaan atau republik) yang menunjukkan masyarakat-

masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan serta 

tingkatan-tingkatan. 
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ASAS-ASAS HUKUM 

ADMINISTRASI 

NEGARA BAB  

4  

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 

 

A. Arti Administrasi Negara 

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah, atau institusi 

politik, artinya meliputi organ yang berada dibawah 

pemerintah 

2. Sebagai fungsi atau aktivitas yaitu kegiatan pemerintahan 

artinya mengurus kepentingan negara 

3. Sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang artinya 

meliputi segala tindakan aparatur negara dalam 

menyelenggarakan undang-undang. 

 

B. Objek Adminitrasi 

Selain dapat ditinjau dari segi proses, fungsi, dan 

kepranataan, administrasi dapat pula ditinjau dari segi 

objeknya. Objek admninstrasi dapat digolongkan dalam tiga 

golongan besar,yaitu: 

1. Administrasi yang berobjek kenegaraan (public 

administration), 

2. Administrasi yang berobjek private/b usiness (business 

administration), 

Administrasi yang berobjek internasional. 

Sumber-sumber hukum adminstrasi negara positif, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Undang-undang (staute) 

2. Kebiasaan (custom) 
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HUKUM ACARA 

PERDATA BAB  

5  

HUKUM ACARA PERDATA 

 

A. Pengertian Hukum Acara Perdata 

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang 

mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata 

materiil dengan perantaraan hakim. 

Hukum Acara Perdata meliputi tiga tahap tindakan yaitu: 

1. Tahap Pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke 

penentuan atau pelaksanaan 

2. Tahap Penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan 

sekaligus pembuktian serta keputusannya 

3. Tahap Pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari 

putusan. 

 

B. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata 

Tujuan hukumacara perdata yaitu melindungi hak 

seseorang dan mempertahankan hukum materiil. Sedangkan 

fungsi dari hukum acara perdata adalah untuk mengatur 

bagaimana cara sesorang mengajukan tunttan haknya, 

bagaimana Negara melalui aparatnya memeriksa dan 

memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya.  

 

C. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 

1. Hakim bersifat menunggu 

Proses peradilan perdata terjadi apabila ada permintaan dari 

seseorang atau sekelompok orang menuntut haknya, entah 

karena ada sengketa tau tidak dengan sengketa. Jadi, hakim 
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ASAS ASAS 

HUKUM DAGANG BAB  

6  

ASAS ASAS HUKUM DAGANG 

 

A. Sejarah Hukum Dagang 

Perkembangannya dimulai sejak tahun 1500, pada saat itu 

Hukum Romawi tidak dapat menyelesaikan perkara yang ada 

pada waktu itu sehingga pedagang membuat peraturan sendiri 

yang bersifat kedaerahan. 

 

B. Sistematika KUHD 

KUHD terdiri dari dua buku 

1. Buku kesatu terdiri dari 10 bab berjudul Tentang Dagang 

pada Umumnya 

2. Buku kedua tentang Haka dan Kewajiban yang Terbit dari 

Pelayaran. 

 

C. Hubungan Hukum Perdata dengan KUHD  

Hukum Dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang 

mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di 

dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. 

Pembagian hukum privat menjadi hukum dagang dan 

hukum perdata tidak bersifat asasi dapat dibuktikan dari: 

1. Pasal 1KUHD yang menyebutkan KUHPerdata, kitab ini 

tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, 

berlaku juga hal-hal yang dibicarakan dalam kitab ini. 

2. Perjanjian jual beli yang penting dalam hukum dagang tidak 

ditetapkan dalam KUHPerdata  
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ASAS ASAS 

HUKUM 

INTERNASIONAL BAB  

7  

ASAS ASAS HUKUM INTERNASIONAL 

 

A. Pengertian Hukum Internasional 

Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang 

sebagian besar terdiri atas asas asas dan peraturan tingkah laku 

yang mengikat negara negara, dan karena itu ditaati dalam 

hubungan negara 

Subjek Hukum Internasional  

1. Negara  

2. Takhta Suci ( Vatikan ) 

3. Palang Merah Internasional 

4. Organisasi Internasional 

5. Orang Perorangan  

6. Pemberontak dan pihak dalam sengketa 

 

B. Subjek Hukum Internasional  

1. Negara  

Negara yang diakui sebagai subjek hukum internasional 

adalah negara yang berdaulat, negara yang tidak tergantung 

kepada negara lain 

2. Gabungan Negara 

Bertindak dalam pergaulan antar negara sebagai kesatuan  

3. Organisasi Organisasi Internasional  

Organisasi liga bangsa bangsa lahir pada tahun 1920 yang 

bertujuan menjamin perdamaian, tetapi misinya gagal dengn 

pecahnya perang dunia ke III  
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ASAS ASAS 

HUKUM 

AGRARIA BAB  

8  

ASAS ASAS HUKUM AGRARIA 

 

A. Pengertian Hukum Agraria 

Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah hukum 

tertulis dan tidak tertulis yang mengatur Agraria . 

 

B. Sejarah Hukum Agraria  

Sebelum UU PA, berlaku, hukum agrarian di Indonesia 

bersifat dualistis, karena hukum agrarian pada waktu itu 

bersumber pada hukum adat dan hukum perdata barat  

Tujuan Hukum Agraria 

1. Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional 

2. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan 

kesedrahanaan hukum pertanahan  

3. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum 

mengenai hak ha katas tanah bagi rakyat seluruhnya. 

 

C. Asas Asas Hukum Agraria 

1. Asas Kesatuan  

Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU PA yang mengatakan 

bahwa seluruh wilayah indoneisia adalah kesatuan tanah air 

dari seluruh rakyat indonesia yang bersatu sebagai bangsa 

indonesia  

2. Asas kepentingan nasional  

Menentukan bahwa seluruh wilayah indonesia dan kekayaan 

alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara demi 

kemakmuran rakyat indonesia  
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ASAS ASAS 

HUKUM PAJAK BAB  

9  

ASAS ASAS HUKUM PAJAK 

 

A. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

UU  yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal 

yang langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk 

pengeluaran umum  

Hukum pajak adalah keseleruhuan peraturan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengambil 

sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkanya kembali 

kepada masyarakat melalui kas negara. 

  

B. Perbedaan dan Persamaan Antara Pajak, Retribusi, dan 

Sumbangan 

Perbedaan  

Pajak 

1. Pemungutan dilakukan berdasarkan ketentuan UU dan 

peraturan pelaksanaanya  

2. Kontra prestasi dari pemerintah tidak secara langsung dan 

individual 

3. Pemungutan dapat dilakukan dengan paksa  

4. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar dapat berupa 

denda atau pidana 

Retribusi dan Sumbangan 

1. Pemungutan dilakukan berdasarkan perda 

2. Kontra prestasi dari pemerintah secara langsung dan 

individual  
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ASAS ASAS 

HUKUM ADAT 

BAB  

10  

ASAS ASAS HUKUM ADAT 

 

A. Pengertian 

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku 

positif yang disatu pihak mempunyai sanksi dan dipihak lain 

dalam keadaan tidak dikodifikasikan. 

  

B. Persekutuan Hukum Adat 

Adalah kesatuan kesatuan yang mempunyai tata susunan 

yang teratur dan kekal, serta memiliki pengurus sendiri dan 

kekayaan sendiri baik kekayaan materiil maupun immateriil  

Penggolongan struktur persekutuan hukum  

1. Persekutuan hukum genealogis, yaitu faktor yang 

melandaskan pada pertalian darah satu keturunan 

2. Persekutuan hukum territorial, yaitu faktor yang terikat pada 

suatu daerah tertentu dan kenaggotan seseorang tergantung 

pada tempat tinggal dilingkungan daerah persekutuan itu 

3. Persekutuan hukum genealogis- territorial  yaitu apabila 

kenaggotaan persekutuan didasarkan pada satu kesatuan 

keturuanan sekaligus juga berdiam pada daerah yang 

bersangkutan. 

  

C. Hukum Perkawinan Adat 

1. Sistem endogamy  

Dalam system ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan 

seorang dari suku keluarganya sendiri  
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ASAS ASAS HUKUM 

KETENAGAKERJAAN BAB  

11  

ASAS ASAS HUKUM KETENAGAKERJAAN 

 

A. Pengertian  

Didalam UU RI nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, BAB 1 tentang ketentuan umum, pasal 1 

dinyatakan bahwa :  

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah 

masa kerja  

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan 

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan untuk masyarakat  

3. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

mnerima upah atau imbalan  

 

B. Landasan, Asas, dan Tujuan 

Landasan: pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan 

pancasila dan UUD 1945 

Asas : pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas 

keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas 

sektoral pusat dan daerah 

Tujuan : pembangunan  ketenagakerjaan bertujuan  

1. Memberdayakan dan mendayagunakan pekerja secara 

optimal dan manusiawi  

2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan 

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

nasional dan daerah 
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TATA HUKUM 

INDONESIA BAB  

12  

TATA HUKUM INDONESIA 

 

A. Pengertian Tata Hukum 

Tata Hukum dikenal juga dengan istilah "rechtorde" yang 

berasal dari bahasa Belanda. arti "rechtorde" ialah susunan 

hukum. Sedangkan pengertian Tata Hukum 

adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. 

Yang dimaksud dengan memberi tempat yang sebenarnya ialah 

menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam 

pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dapat diketahui 

dan diterapkan untuk menyelesaikan segala peristiwa hukum 

yang terjadi. 

Pelaksanaan tata hukum itu berlangsung selama ada 

pergaulan hidup manusia yang terus berkembang, dimana 

fungsi dari pelaksanaan tata hukum adalah untuk memperoleh 

ketertiban dalam hubungan antar manusia serta menjaga jangan 

sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk 

melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain. 

 

B. Tata Hukum Indonesia 

Pengertian Tata Hukum Indonesia Saat ini tidak ada satu 

bangsa pun yang tidak memiliki hukumnya sendiri. Jika dalam 

bahasa Indonesia mempunyai tata bahasa, begitu juga dalam 

hukum dikenal dengan tata hukum. Indonesia mempunyai tata 

hukum Indonesia yang berlaku sekarang di dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Hukum yang sedang berlaku di 

Indonesia dLSHODMDUL�GDQ�G��DGLNDQ�REMHN�GDUL�LOPX�SHQJHWDKXDQ��
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